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PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 49 TAHUN 2008
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KOTA SALATIGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan
berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, Analisa Standar
Belanja, Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal;

bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran
perlu adanya Analisis Standar Belanja;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisa Standar
Belanja (ASB) Kota Salatiga;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah dan Jawa Barat; (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor
24);

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah
diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3861),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355),
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Perngelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang - undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian
Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah
Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4287);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
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19 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593);

20 Paratinan Pametintaly Nomr @ Paluny 2000 (antanyg Fangelinlam
Barang MK Negaia/Daeiah (Lembaian Negaia ahun 2006 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4855);

21 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

’ 23 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-
' pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Nomor 3 Tahun 2007.

24 Peraturan Walikota Salatiga Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Standarisasi Indeks Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga

MEMUTUSKAN :

Aenetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
(ASB) KOTA SALATIGA.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

(. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah DPRD Kota Salatiga.

5. Walikota adalah Walikota Salatiga

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
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7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah perangkat Daerah selaku pengguna barang.

8. Analisis Standar Belanja adalah standar yang digunakan untuk
menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja di lingkungan
Pemerintah Kota salatiga untuk satu tahun anggaran.

9. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar
pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama

atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

Pasal 2
Sistematika Analisis Standar Belanja Kota Salatiga disusun sebagai
berikut:

BAB | PENDAHULUAN

BAB Il GARIS BESAR DAN METODOLOGI PENGEMBANGAN
ANALISIS STANDAR BELANJA

BAB llI HASIL PENGEMBANGAN ANALISIS STANDAR BELANJA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 3
Analisis Standar Belanja dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan
dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh instansi
di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

Pasal 4
Penerapan Analisis Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka

pengendalian anggaran.

Pasal 5
Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam pasal 2
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.



BAB Il
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6
Dalam hal terjadi perubahan Standarisasi Indeks Biaya di lingkungan
Pemerintah Kota Salatiga, maka dilakukan penyesuaian terhadap Analisis

Standar Belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 24 Desember 2008

& WALIKO'A SALATIGA, /@
1' ”

JOHN MANUEL MANOPPOI/

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 24 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SRI SEJATI ANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 49



